BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada permasalahan dalam penulisan ini dapat disimpulkan
bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat menjadi
sebuah sarana yang efektif untuk mencapai keadilan. Tujuan penghentian
penuntutan berupa tercapainya keadilan, baru dapat tercapai apabila dalam
pelaksanaanya dilakukan dengan prosedur dan motivasi yang mulia. Hukum
secara tegas telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya koreksi bagi
penghentian penuntutan. Tidak berarti kewenangan diskresi tidak akan
disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Semua pihak harus peka dan jeli
bahwa ternyata kewenangan dikresi pada masa ini memang masih rawan
untuk disalahgunakan. Pada akhirnya baik atau tidaknya penegakan hukum
sangat bergantung pada efisiensi manajemen, kontrol, dan integritas dari para

aparat penegak hukum itu sendiri, agar keadilan dapat tercapai.

. Saran

Menanggapi permasalahan di atas mengenai minimnya integritas para
personal Kejaksaan, penulis memiliki beberapa saran atau solusi sebagai
rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan. Solusi atas hambatan itu dibagi
menjadi 3 hal, antara lain:

1. Perbaikan sebaiknya dimulai dari peningkatan efektifitas kontrol

atau pengawasan terhadap kinerja para anggota ketika menangani
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perkara, khususnya bagi perkara tindak pidana korupsi. Kontrol
atau pengawasan yang efektif tersebut akan memperkecil
kemungkinan adanya penyimpangan para anggota.

2. Peningkatan kualitas melalui pelatihan kepada para personal
Kejaksaan secara menyeluruh. Peningkatan kualitas yang dimaksud
bukan hanya perihal kemahiran atau keahlian dalam berpraktik,
namun juga meliputi peningkatan kualitas moral.

3. Peningkatan efisiensi sistem administrasi yang efisien, mengingat
bahwa buruknya sistem administrasi dapat menjadi celah bagi
terjadinya korupsi di tubuh Kejaksaan dan juga berakibat pada
lambatnya penanganan perkara.

4, KUHAP sebagai payung hukum acara pidana Indonesia harus
diperbaharui, agar lebih akomodatif saat menghadapi fenomena
dalam penerapan hukum di masa yang akan datang, khususnya
perihal penghentian penuntutan yakni alasan sakit yang tidak dapat
disembuhkan dan tua dapat menjadi alasan bagi dilakukannya
penghentian penuntutan.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan keyakinannya bahwa upaya
perbaikan yang serius, niscaya akan berhasil mengubah citra dan kualitas
inétansi Kejaksaan. Semoga di kemudian hari intansi Pemerintah yang
terbilang sentral dalam penegakan hukum ini, bukan lagi mendapatkan julukan
sarang maling bagi masyarakat akan tetap menjadi ustads bagi bangsa yang

ramah seperti Bangsa Indonesia.
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